ABSTRAK

Igbal Fathur Rizqi : Penegakan Hukum Terhadap Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sesuai Kepolisian Republik Indonesia Ketentuan Diwilayah
Hukum POLDA JABAR.

TNKB adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang wajib dipasang dan dilengkapi
mengikuti standar pemasangannya sebagai identitas dan kelengkapan syarat berkendara.
Pemasangan TNKB diatur dalam Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB) yang tidak sesuai ketentuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib berlalu
lintas dan supremasi hukum di jalan raya. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat
(POLDA Jabar), pelanggaran TNKB semakin beragam bentuknya, mulai dari penggunaan TNKB
palsu, modifikasi pelat nomor, hingga pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan dokumen
kendaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh
POLDA Jabar terhadap pelanggaran tersebut, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta
hambatan yang dihadapi dalam proses penindakan dan juga upaya apa yang dilakukan oleh
POLDA Jabar dalam mengatasi masalah TNKB

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang
memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta fakta yang diselidiki
dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada. Metode pendekatan
yang digunakan yaitu yuridis empiris yang didukung oleh data primer dan sekunder, termasuk
hasil wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen, serta observasi lapangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui razia rutin, tilang manual dan
elektronik (ETLE), serta kerja sama lintas instansi untuk validasi data kendaraan.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelanggaran terkait TNKB masih banyak terjadi di wilayah
hukum POLDA Jabar. Sehingga dilakukan penegakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut.
Kendala yang dialami yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
terhadap aturan penggunaan TNKB dan terbatasnya jumlah personel atau SDM. Upaya yang telah
dilakukan oleh POLDA Jabar antara lain dengan diadakannya penyuluhan hukum dan sosialisasi
baik secara virtual melalui platform instagram dan tiktok ataupun secara langsung pada pengguna
kendaraan roda dua dan roda empat. Kemudian juga POLDA Jabar bekerjasama dengan Bapenda
Jawa barat, sedangkan peningkatan SDM POLDA Jabar dengan cara kerjasama SDM dengan
pihak ketiga.
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